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BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR

NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2018

BUPATI BARITO TIMUR,

bahwa hak memperolch informasi merupakan hak asasi
masyarakat dan keterbukaan informasi publik merupakan
salah satu ciri penting pemerintah yang berkomitmen
mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik (good
governance);

bahwa agar (ersedianya informasi publik yang dapat
dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumentasi
lengkap, akurat dan faktual yang dikelola oleh Tim

Pelayanan Informasi Publik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menctapkan dengan
Keputusan Bupat Barito Timur tentang Pembentukan Tim
Pelayanan Informasi Publik Tahun 2018,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Proyinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4180);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843), scbagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengun Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indoncsia Nomor 4846;




O
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
publik (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2009
Nomar 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S038:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor @ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua alas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3679;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Adminisirasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Repubilik
indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Peluksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negare
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
i mmbaran Negara Republik indonesia Nomor 5149;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
(cntang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Instruks: Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang
Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di
indonesia,

intruksi Presiden Republilk Indonesia Nomor 3 Tahun
2003 tentang Kebijakan dan  Strategi  Nasional
Pengembangan E-Government;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubshan Kedua Atas Peraturan Menten Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
indonesia Tahun 201 | Nomor 310);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
17/PER/M.KOMINFO/03 /2009 tentang Diseminasi
Informasi Nasiona! oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;




Menctapkan
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14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23
Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;

15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5
Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi

Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 209);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 31,
tanggal 7 Desember 2016, Tambahan Lembaran Dacrah
Kabupaten Barito Timur Nomor 28;)

|7, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor
5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016
Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Timur Nomor 34);

I8. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2016
tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok
dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Dacrah Kabupaten
Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur
Tahun 2016 Nomor 23);

19. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 28 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacruh Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2018
(Berita Daeruh Kabupaten Barito Timur Tahun 2016

Nomor 28),

MEMUTUSKAN :

. Membentuk Tim Pelayanan Informasi Publik Kabupaten Barito

Timur Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

. Tim Pelayanan Informasi Publik scbagaimana dimaksud

Diktum KESATU bertugas:

a. mengumpulkan semus dala dan informasi  yang
berhubungan dengan kegiatan pembangunan dacrah dan
penyelenggaraan pemerintah  daerah Kabupaten Baritv
Timur;

b. mengolah, menyuting dan memposting konten data dan
informasi yang wajib disediakan dan diumumkan setiap
saal, berkala dan serta merta kepada masyarakat melalui
website Pejabat Pengelolaan Infomasi dan Dokumentasi
(PPID) Kabupaten Barito Timur
(HTTP.//WWW PPID.BARITOTIMURKAB.GO.ID] ;
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Menerima, melayani dan menindak lanjuti pefmmtaan
informasi  dari masyarukat, bhaik melalui webste, Surat

Elektronik (Email} dan Langsung ke Heipdesk Prlayanan
informas) (Kantor UDinas Komunikass dan Informatika

Kahupaten Banto Timur,

membuat daftar informasi publik yang boleh diberikan
maupun dikecualiknan bagi masyarakat;

memeltharan dan  menjaga keberlangsungan  seris
keperadaan sarana dan prasarana penunjang peiayanai
informasi publik;

eluksanakan monitonng dan evaluasi atas pelaksanaan
pelavanan informasi publik di daerah; dan

4alam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepads
Bupat Barito Timur melalu Sekretaris Daerah Kabupaten
Rartmto Timur

Segala biava yang tmbul akibat ditctapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada DPA-OPD Dinas Komunikas: dan
informatika Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2018;

Kenotusan Hupai mi mulai berlaku scjak tanggal ditstapkan

Ditetapkan di Tamiang Laysng
pada tanggal 3¢ 3‘#‘#‘ 2018
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Gubernur Kalteng di Palangks Raya

Ketua DPRD Kab Barito Timur di Tamiang Laynng
Kadiskominfo Provinm Kalteng 4 Paiangka Rayn

Komis informas: Provinis halicng di Palangiks Raye
Kapolres Bantc Tunur di Tanuang Layang.

Kujan Tamang Layang & Tamuang Layang

Dandim 1012/3tk d: Buntok.

Retus Pengadilai Negen Tamuang Layang e Tamuang Layunyg
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